
WALIKOTA MAKASSAR 
POVINSI SU.LAbSI SELATAN 

PEtlATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
: NO MOR 22.3 TAHUN 2017 
I 
I 
� i TENT ANG 

PERUBAHAN KE UA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR 64 TAHU 2014 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS 

BAGI WALIKOTA/WAKI WALIKOTA, SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN DPRD, 
ANGGOTA DPRD, PEGA AI NEGERI SIPIL SERTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

KOTA MAKASSAR 

N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAKASSAR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, 
transp ransi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas, maka 
dipan ang perlu meninjau Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 
2015 entang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil 
Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, 
Pegaw i Negeri Sipil serta Non Pegawai Negeri Sipil Kota Makassar 
sebag limana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota 
Nomo 94 Tahun ·2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walik ta Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan 
Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, 
Pimpi an DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Non 
Pegaw i Negeri Sipil Kata Makassar, untuk disesuaikan dan 
disem urnakan; 

b. bahw berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf , maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 64 
Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi 
Walik ta/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, 
Anggo a DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Non Pegawai Negeri 
Sipil ota Makassar. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 
Repub ik Indonesia Tahun 1945; 

2. Unda g-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daera -Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Repub ik IndonesiaTahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negar Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Unda g-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negar · yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nornori 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

I 

4. Undarig-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 



,; . 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); . 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2·01 r--Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Repub�ik Indonesia Nomor 5234); 

7. Unda 1g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daera] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomo 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- 
Unda g Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Unda g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomo 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

5679); 

8. Unda g-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemer ntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomo 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomo 5601); 

9. Peratu an Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan 
Batas- atas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten- 
Kabup ten Gowa, Maras Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran 
Negar� Republik Indonesia Nomor 2970); 

10. Peratu�an Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Nama l Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam 
Wilayar Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 193); 

11. Peratul an Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengel laan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indon sia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Repub ik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peratu an Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akunt nsi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indon sia Nomor 5165); 

13. Peratu an Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedom n Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diuba terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Ta un 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengel laan Keuangan Daerah; 

14. Peratu an Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembe tukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indon sia Tahun 2015 Nomor 3026); 

I 
I 

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota 
Makassar (Lembaran daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 
2005); 
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" 3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Makassar. 

4. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Kota 
Makassar. 

5. Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan 
Pejabat Pejabat ., Daerah sebagaiqJana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 5 tahun 20�4 tentang Aparatur Sipil Negara. 

6. Non Pegawai Negeri Sipil adalah selain pegawai negeri sipil Pemerintah Kota 
Makassar yang i melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan 
penyelenggaraan pernerintah daerah Kata Makassar. 

7. Pejabat berwenang adalah Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD/Pimpinan 
DPRD, Sekretaris aerah, dan Para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Daerah; 

8. Satuan Kerja Per gkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daera pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran / barang. 

9. Pengguna Anggara yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 
kewenangan peng naan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi SKPD yang fipimpinnya. 

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 
yang diberi kuasa] untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

11. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan 
yang jaraknya sek [rrang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang 
dilakukan dalam jwilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kepentingan 
Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang. 

12. Perjalanan dinas liiar daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan 
(diluar Provinsi Strlawesi Selatan) yang dilakukan untuk kepentingan 
Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan 
dari tempat kedudirkan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak 
keluar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar Negeri ke tempat 
yang dituju di dalam Negeri. 

13. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
14. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas. 
15. Tempat Tujuan Pitidah adalah tempat/Icota tujuan pindah. 
16. Dokumen Pelaksa aan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- 

SKPD adalah do umen yang memuat pendapatan dan belanja yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA. 

17. Surat Perjalanan inas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 
yang diterbitkan o eh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas 
bagi Kepala Daer h/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, 
pegawai negeri sip ·1 dan non pegawai negeri sipil. 

18. Pelaksana SPD ad lah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan 
Anggota DPRD, pe awai aparatur sipil negara dan non pegawai aparatur sipil 
negara yang mela sanakan perjalanan dinas. 

19. Biaya rill adalah iaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran 
yang sah. 

20. Lumpsum adalah uatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre 
calculated amount)_ dan dibayarkan sekaligus. 

21. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas y�ng 
dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

22. Surat perintah perjalanan dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah surat 
perintah kepada Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan 
DPRD, Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil serta non Pegawai Negeri Sipil 
melaksanakan perjalanan dinas. 
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23. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor SKPD berada. 
24. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas. 

2. Pasal 17 Ay8:t (4) dihapus dan ditamsah 3 (tiga) Ayat, yaitu Ayat (5), Ayat (6), dan 
Ayat (7), sehingga Pfsal 17 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 17 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Untuk melaku an perjalanan dinas Walikota/Wakil Walikota Sekretaris 
Daerah, Pimpi an DPRD, Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil serta non 
Pegawai Nege i Sipil, mengajukan permohonan kepada pejabat yang 
berwenang u tuk menerbitkan surat tugas dan SPD bagi yang 
bersangku tan. 

Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perjalanan dinas 
Walikota/Waki1 Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota 
DPRD Pegawai Negeri Sipil serta non Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada 
anggaran yang tersedia pada SKPD yang bersangkutan. 

I 

Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPD, sekaligus menetapkan 
alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan 
bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan 
dinas tersebut. ! 

dihapus. 

Surat tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh: 
a. Walikota/W�l Walikota untuk perjalanan dinas dalam negeri yang 

dilakukan oleh Walikota/Wakil Walikota dan/atau istri 
b. Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas dalam negeri 

yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kota Makassar; 
I 

c. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan 
oleh pelaksana SPD Kepala SKPD (Kepala Badan/Dinas/Satuan Polisi 
Pamong Pnlja/Inspektorat/Sekretaris DPRD/Camat), Pejabat dan Staf 
Lingkup seifretariat daerah; 

d. Kepala SKP untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan oleh 
pelaksana PD pejabat eselon III, pejabat eselon IV dan/ atau staf dalam 
lingkup SK D berkenaan; dan 

e. Camat unt k perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan oleh 
Pelaksana SPD pejabat eselon III, pejabat eselon IV dan/ atau staf dalam 
lingkup kedunatan yang bersangkutan; 

Kewenangan pe erbitan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dapat didelegas kan kepada pejabat yang ditunjuk. 

Surat tugas ebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 
mencantumkan' hal-hal sebagai berikut : 
a. pemberi tugas; 
b. pelaksana tugas; 
c. waktu pelaksanaan tugas; dan 
d. tempat pelaksanaan tugas. 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
I 

I -, 

Agar setiap orang mtngetahuinya rnefnerintahkan Pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan pen mpatannya ke dalam Berita Daerah Kota Makassar. 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal, 1 8 Sep t ember 2 O 1 7 

WALIKOTA MAKASSAR, 

MOH.RAMDHANPOMANTO 
I 
I 

Diundangkan di Makassar 
padatanggal 18 Septe�ber 2017 

I 

Pit. SEKRETARIS DAEiRAH KOTA MAKASSAR, 

}: ; , --�-----� ..... �--:--·, 
BASO AMIRUDDIN 

I 

BERITA DAERAH KOT.A MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 23 
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